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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'rabun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerirrtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 ten tang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur [Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
RepubTIkIndonesia Tahun 1945;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur;

a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor
80 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi, lugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

Menimbang

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

SUSUNANORGANISASI,TUGAS,FUNGSI,DANTATAKERJA
BADANPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

TENTANG

NOMOR14TAHUN2020

SALINAN
PERATlJRAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

GUBE'RNUR KALIMANTAN TlMUR
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5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keteFampilan tertentu.

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin peiaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya

disingkat BPSDMmerupakan uftSur penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dibidang pengembangan sumber daya manusia.

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI,TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
[Lernbaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2016 Nomor9);

5. Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
KabupatenjKota yang melaksanakan fungsi penunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187", Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6402);
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(2) Kepala BPSDM mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
pengembangan sumber daya manusta.

(1) BPSOMdipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal3

Paragraf 1
Kepala Badan

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

ini.

(2)Bagan Susunan Organisasi BPSDMsebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahan dari peraturan

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional,
membawahkan :
1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan

Pimpinan Tinggi;
2) Subbidang Pengernbangan KorrrpeterrsiPejabat Pungsional; dan
3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Prajabatan.

d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, membawahkan :
1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan

Administrasi;
2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi; dan
3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi

Perangkat Daerah Penunjang.

c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan,
membawahkan :
it Subbidarrg Sertifikasi Kompetensi;
2) Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang

Kompetensi; dan
3) Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.

b. Sekretariat, membawahkan :
I] Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan; dan
2) Subbagian Umum.

a. Kepala Badan;

(1)Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Kalimantan Timur, terdiri dari :

Pasal2

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),
Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
£l nPnv~~n bahan koerdinasi nPnVll_CUlnAn TPnL'.AnA nr.o..arAm mo:...nit.orip...e:,....... :.r::.v ......J "'''''1''-'''£ ...,_.£-... ......""'......._ ......"""....... .t' ...........J .................£..._.... ...........£""..........£...... .t'£ ""'b'" _. ...£, ---- ----- -- '-'

evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian,:::~~::~:'~:;~:;:i;mdan pemeliharaan, hukum dan kehumasan I
c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan a_ng~$_ran, perbendaharaan,

verifikasidan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala BPSDM yang berkaitan I

dengan tugasnya.

Pasal6

(3) Sekretariat membawahkan subbagian-subbagian yang masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Sekretar is yang dalam rnelaksanakan tugasnya bCl ada di bawah dan
bertanggungjawab kepada KepalaBPSDM.

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urnsan urmrm
dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan
administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Pasal5

Paragraf2
Sekretariat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, Kepala
BPSDM menyelenggarakan fungsi penunjang menjadi kewenangan Daerah
Provinsimeliputi :
a. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia sesuai

dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang

sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan
kompetensi teknis dan pengembangan kompetensi manajerial dan
fungsional;

c. pelaksanaan kebijakan teknis sertifikasi kompetensi dan pengelolaan
kelembagaan;

d. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kompetensi teknis;
e. pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kompetensi manajerial dan

fungsional;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sertifikasi kompetensi dan

pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis dan
pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;

g. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan Iingkup tugasnya; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur yang berkaitan

dengan tugasnya.

Pasal4
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1),
Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sertifikasi kompetensi

dan pengelolaan kelembagaan;
b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang sertifikasi

kompetensi dan pengelolaan kelembagaan;
c. penyiapan bahan dan pe1aksanaan 'koordinasi, pembinaan, 'bimbingan,

pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sertifikasi kompetensi;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,

pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan kelembagaan
dan tenaga pengembang kompetensi;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan sumber belajar
dan kerjasama;

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sertifikasi
kompetensi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi
dan pengetotaan stlmber betajar dan kerjasama; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPSDMyang berkaitan
dengan tugasnya.

Pasal9

(3) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan membawahkan
subbidang-subbidang yang masing-maeing dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang,

(2) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang dalam .melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala BPSOM.

(1) Bidang Sertiflkasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai
tugas melaksan.akan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang
sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan.

Pasal8

Paragraf 3
Bidan-g SeI'ookasi Kompetensi dan P.enge~ Kelembagaan

(2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan 'bahan administrasi umum dan 'kepegawaian, ketatalaksanaan,
perlengkapan dan pemeliharaan, hukum, kehumasan dan pengaduan
masyarakat serta pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan
pengumpulan perumusan kebijakan dan program, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pengelolaan administrasi keuangan, pembendaharaan, verifikasi,
akutansi keuangan, pengelolaan aset dan pelaporan.

Pasal 7
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
Bidang Pengembangan KompetensiTeknis menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan kompetensi

teknis;
b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengembangan

kompetensi teknis;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,

pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan kompetensi
umum dan pilihan jabatan administrasi;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan kompetensi
trrti jabatan adrnrrristrasr;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan kompetensi
inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang;

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan
kempetensi ttmum -dan pHihan jabatan admintstrasi, pengembangan
kompetensi inti jabatan administrasi serta pengembangan kompetensi inti
jabatan administrasi perangkat daerah penunjang; dan

Pasal12

(3) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis membawahkan subbidang­
subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan
bertanggung jawab langsung kepada KepalaBidang.

(2) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada KelapaBPSDM.

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian serta pengembangan teknis bidang pengembangan kompetensi
teknis.

Pasal 11

Paragraf4
Bidang Pengembangan KompetensiTeknis

(3) Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan,
pengaturan teknis dan pengendalian pengelolaan sumber belajar dan
kerjasama.

(2) Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian pengelolaan
kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi.

(1) Subbidang Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan .koordinasi, pembinaan, pengaturan
teknis dan pengendalian sertifikasi kompetensi.

Pasall0
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),
Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional I

menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan kompetensi

manajerial dan fungsional;
b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengembangan

kompetensi manajeriat dan fungsionat;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,

pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan kompetensi
pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendafian dan pengattrran 'tekrris subbidang pengembangan korrrpetensi
pejabat fungsional;

Pasal15

(3) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
membawahkan subbidang-subbbidang yang masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Bidang.

(2) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dipimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala BPSDM.

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang
pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

Pasal14

(3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat
Daerah Penunjang mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan
pengendalian pengembangan kerrrpeterrsi inti jabatan arlmini-stnmi Perangkat
Daerah Penunjang.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

(2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi mempunyai
tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi,
pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian pengembangan kompetensi
inti jabatan adrrrirristrasi.

(1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan
Administrasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan
pengendalian pengembangan kompetensi umum dan pilihan jabatan
Administrasi.

Pasa113

g. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala BPSDM yang I

berkaitan dengan tugasnya.

-7-



(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala BPSDM,Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan
kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam
Iingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 18

Bagian Ketiga
Tata Kerja

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala
BPSDMsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang
keterampilan dan keahliannya.

(1) KelompokJabatan Fungsional berkedudukan pada BPSDMmempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan
keahliannya.

Pasal17

Paragraf6
KelompokJabatan Fungsional

(3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam
pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan.

(2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan,
pengaturan teknis dan pengendalian dalam pengembangan kompetensi
pejabat fungsional.

(1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan
Pimpinan Tinggimempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam
pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi.

Pasal16

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pengembangan kompetensi
kepemimpinan dan prajabatan;

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan
kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan
kompetensi pejabat fungsional dan pengembangan kompetensi
kepemimpinan dan prajabatan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPSDMyang berkaitan
dengan tugasnya.
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(1) Kepala BPSDM, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subagian, Kepala
Subbidang, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana diisi dari Pegawai I

Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

BABUf
KEPEGA WAlAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas BPSDMdiatur dengan Peraturan
Gubernur.

Pasa121

Pasal20

Bagian Keempat
Uraian Tugas

(2) Pejabat di lingkungan BPSDMdapat mendelegasikan kewenangan tertentu
'kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan
peundang-undangan.

(1) Dalam hal Kepala BPSDMberhalangan, Sekretarls dan Kepala Bidang secara I

struktural dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harlan Kepala
BPSOMsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal19

(7) Kepala BPSOMwajib bertanggungjawab untuk :
a. melaksanakan peta proses bisnis;
b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan
inovasi pelayanan publik;

c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

I

(6) Kepala BPSOM, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala I
Subbidang wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

(5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan keria,

(4) Setiap laporan yang diisikan kepada pimpinan dari bawahannya wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Kepala BPSOM, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala
Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan menyampaikan
laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya
masing-masing.

I

(2) Kepala BPSOM, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala I
Subbagian wajib bertanggung jawab untuk mernimpin, membagi tugas
pekerjaan, rnenyelia dan mengkoordinasikan bawahannya, masing-masing
serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.
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Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kefja Ba:dafl _ Sttmbe£ Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal24

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Pasal23

BAB V
PEMBIAYAAN

(3) Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas atau
Jabatan Eselon IV.a

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator atau Jabatan
Eselon m.a

(1) Kepala BPSDM adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan
Eselon II.a

Pasa122

BABIV
JABATAN

Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5)

Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara
langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator
atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan
tugas jabatan fungsional.

(4)

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang diangkat
dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala BPSDM melalui
Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3)

Kepala BPSDMdiangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan I
peraturan perundang-undangan.

(2)

- 10-



Salinan sesuai dengan aslinya
SEK~~ {)AERAM PROV. KALTfM
/<'<~··.;~:tt~PAbABIRO HUKUM,

/<Z -~H

PEMBtNA:,U'fAMAMUDA
NIP. 196~_Q527198503 1 006

,,;,..-

BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURTAHUN2020 NOMOR15.

ISRANNOOR

ttd

GUBERNURKALIMANTANTIMUR

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggaI 30 Maret 2020

MUHAMMADSA'BANI

ttd

Plt.SEKRETARISDAERAH
PROVINSIKALIMANTANTIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Maret 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal25

- 11 -



\,> H. SUR 0, SH
~-A-tJq'-AM-A-WJ-DA

NIP. 19620527 198503 1006

ISRAN NOOR

ttd

GlJBERNUR KALIMANTAN l'IMUR,
. -, - ,. ....

/~Saiiriarl '.s~a~ai.dengan aslinya
SJ}~~ETARJAT' DA.ERAH PROV. KALTIM
I' KEPAL~ BIR HUKUM,

KEPALA SAlDAN

I SEKRETARIA'r
!
I ,

[ SUBBAGlAN SUBBAGIAN
ERENCANAANPROQRAM UMUM

DAN KEUANGAN
·1

I I I

BIDANG BIDANG BIDAlfl,oKELOMPOK SERTIF[KASIKOMP~'TENSIDAN PENGEMBANGAN pENGEMBANGANKOMFJETENSIJABATAN PENGEI..,OLAANKELEMBAGAAN KOMPETENSITEKNIS MANAJERIALDANFUNQSIONAL
FUNGSIONAL

SUBBIDANG SUBBIDAN<) ~ SUBBIDANG
PENGEMBANGAN KOMPE'rENSJ PI!;NGEMBANGANKOM!:'ETENSI

SERTIFlKASI KOMPETENSI UMUM DAN PILIHANI JAB;A.TAN PIMPINANDAERAHlDAN JABATAN

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANGPENGELOLAAN KELEM15AGAAN fPENGEMBANGAN KQMPE'rENSI ... PI!;NGEMBANGANKOMF'ETENSIDAN TENAGA PENGEMBANQAN INTI JABATAN ADMllINISTRASI JABATAN FUNGSIQNALKOMPETENSI

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PEN(~EMBANGANKOMPE1'ENSI P~NGEMBANGANKOMPETENSIPENGELOLAANSUMBER BELA-JAR ... INTt JABATAN ADMINIS'I'R(ASI

DAN KERJASAM.A PERANGKATDAERAH PENUNJANG KEPEMIMPINANDAN PRAJABATAN

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2020 TEr\fTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DANTATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA F,'ROVINSI KALIMANTAN
TIMUR


